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Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Pada penyelesaian
kasus perbuatan tidak menyenangkan akan diselesaikan dengan hukum adat dan akan
diselesaikan melalui peradilan adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum adat menurut
peraturan perundang-undang dan menjelaskan bagaimana penyelesaian kasus
perbuatan tidak menyenangkan antar warga kampong melalui hukum adat yang
diselesaikan melalui peradilan adat.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu
pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan
guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan
dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara.

Hasil penelitian yang di dapat dalam penyelesaian kasus perbuatan tidak
menyenangkan antar warga pada umumnya sama saja, namun yang dimana
penyelesaian ini diselesaikan oleh peradilan adat yang dimana Dikampong Suka Mulia
Bendahara, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang disebutkan dengan MDSK

sebelum MDSK (majelis duduk setikar) mengambili keputusan
korban dan pelaku melakukan musyawarah terlebih dahulu, setelah melakukan
musyawarah pelaku meminta perdamaian antar pelaku dan korban, MDSK (majelis duduk
setikar) mengambil keputusan bahwasanya pelaku harus membayar sangsi atas perilaku
yang telah dilakukan untuk menyempurnakan hal yang telah jadi, setelah pelaku
membayar sangsi adat tersebut pelaku dan korban berjabat tangan dan saling
memaafkan, dan pelaku membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi kejadian
tersebut.

Saran diperlukan masyarakat untuk menjaga ketertiban agar tidak terjadinya
hal-hal yang tidak diinginkan, dan masing masing masyarakat diperlukan mengatur terkait
perlindungan dalam masyarakat yang patuh hukum.
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